Menimbang

Mengingat :

SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

. bahwa agar pemungutan Retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan dapat dilaksanakan secara
berdayaguna, berhasil guna dan tepat sasaran perlu
untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan
Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Rertribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia 5049,
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6537);



Menetapkan :

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12

Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 12);

. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati

Balangan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan.



10.

11.

12.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau Retribusi, penentuan
besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Petugas adalah pegawai pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
yang diberi tugas memungut Retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengangkutan
Persampahan / Kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan  Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi tertentu.

Surat Tanda Setor, yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Karcis Retribusi adalah Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya
jumlah Retribusi yang harus dibayarkan oleh Wajib Retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian jasa
pelayanan dari Pemerintah Daerah.

BAB II
OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan
persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,
meliputi:

a.

b.

pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara;

pengangkutan sampah dari sumbernya dan / atau lokasi pembuangan
sementara ke lokasi pembuangan sementara / pembuangan akhir
sampah; dan

penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah.



BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Pemungutan

Pasal 3

(1) Pemungutan Retibusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dibayar
oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi.

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh
petugas Retribusi berdasarkan SKRD atau karcis.

(3) Bentuk format SKRD dan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
persampahan/kebersihan atau dapat bekerjasama dengan
Badan/Lembaga Masyarakat.

(2) Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kerjasama
atau surat tugas yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang persampahan /kebersihan.

(3) Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
persampahan/kebersihan.

(4) Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)) wajib membuat laporan hasil
pemungutan Retribusi dan mencatatnya dalam buku penerimaan.

(5) Pemungutan Retribusi yang tidak dipungut oleh Badan/Lembaga
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
petugas dari SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua
Pembayaran

Pasal 5

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara:
a. tunai; dan/atau
b. non tunai.

(2) Pembayaran Retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dibayar oleh Wajib Retribusi kepada petugas yang
melaksanakan pemungutan berdasarkan surat tugas yang ditanda
tangani oleh Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di
bidang persampahan/kebersihan.



(3) Pembayaran Retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b langsung dibayar dan disetorkan oleh Wajib Retribusi
kepada Daerah melalui Kas Umum Daerah.

(4) Pembayaran Retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukakan pada saat menerima karcis.

(5) Pembayaran Retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan pada saat diterbitkannya SKRD.

(6) Pembayaran Retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dapat dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 6

(1) Pembayaran Retribusi untuk jenis objek penyelenggaraan keramaian
dilakukan pada saat diterbitkannya SKRD.

(2) penyelenggaraan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kegiatan yang bersifat insedentil atau tidak tetap yang
kegiatannya melibatkan orang dalam jumlah banyak.

BAB III
TATA CARA PENYETORAN

Pasal 7

(1) Penyetoran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
menggunakan Tanda Bukti Pembayaran.

(2) Bentuk Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Badan/Lembaga Masyarakat atau petugas pemungut yang
melaksanakan Pemungutan Retribusi, wajib menyetorkan seluruh hasil
Pemungutan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan pada SKPD yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang persampahan/kebersihan.

(2) Penyetoran hasil Pemungutan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu)
hari setelah pemungutan dilaksanakan.

(3) Bendahara Penerimaan pada SKPD yang melaksanakan tugas dan
fungsi di bidang persampahan/kebersihan menyetorkan seluruh hasil
Pemungutan Retribusi ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1
(hari) kerja sejak pembayaran Retribusi diterima.

(4) Penyetoran seluruh hasil Pemungutan Retribusi rekening Kas Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyertakan
Surat Tanda Setoran.

(5) Bentuk Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

(1) Apabila Wajib Retribusi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
dalam SKRD tidak melunasi Retribusi terutang akan diterbitkan surat
teguran.

(2) Apabila surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan oleh Wajib Retribusi, SKPD yang melaksanakan tugas dan
fungsi di bidang persampahan/kebersihan menerbitkan STRD.

(6) Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
ada tanggal 12 Oktober 2022

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Oktober 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 87



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH DAN KARCIS

A. BENTUK SKRD

SURAT KETRTAPAN NO.

00/ J%ER-SAMND AN /OO 022

[ SR - DAERAM |

FULATANAN PERSAMZAMAN KLIE RSO AN

SUMLAN SETETAPAN

I%:m-mm”
3 1 Harap peoyetonn dlakukan pass Bendahaca Penenmaan DPLM kab Rataingsn ataw melakl Kas

Danreh Catupaten Balange pats Bach Kahe! Caturg Parngn Na Kot 01100 21 00001 %
T Apabila SEN . D0erah ird thleh atav burang Shayas lewat wakte pakng Sena 30 hari seaslah SEA-
Oaersh Srtosima (Langpe! Jituh temgo] maka shan dikenashan sanky sdminnts s becups dends

mn&

B. BENTUK KARCIS




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN

BENTUK SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
TANDA BUKT! PEMBAYARAN
NOMOR BUKT100....../TBP/DPLH/2022

HENDAHARA PENERIMAAN DENAS PERTANAMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Telah menerima wing swhesar Rp. — oo ee.e _—
{ desgon hursf ) (i csnsmssinssiicmatertorn)
dart Nama [US——
Alamat { comopsisemimin
Sebagat pembayaran Pembayaran Retribust Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
NO KODE REKENING URAIAN RINCIAN OBYEK JUMLAM { Rp )
| [Hrmbun Pelayasun Persampahan / Keberxiban Rp.
JUMLAM
Rp.
Tunggal diverima wing US> . >
Mengetahut,

Hendahara Penerimaan Pembayar/ Penyetor

NI




LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /

KEBERSIHAN

BENTUK SURAT TANDA SETORAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

v PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
D SURAT TANDA SETORAN
8 (STS)

STS No_D0/STS 0P LM 2022 Hantk Bark Kabael Cabang Parisgan
Na Hek

Harap daerima uasny sodesar R 0
| dergun basrul | f )

Dettpan rincsan penecimaas selisgal berikes

N KODE REXENING UIRAIAN MINCIAN ONYEK JUMLAM [ ®p )

i Junnhun Prlayamas Fersampatun/ Keborwhan ip

ToTMmL Ry

"
o
~
[N

Uy terseiret diterima taaggal .

Mesgetatul,

Kasabag Kevasgan Bendahars Peverioain

N N
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /

KEBERSIHAN

BENTUK ISI SURAT TEGURAN

HSURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SKPD/INSTANSL

NPWRD/NPWRS *)
Kepadn Yth

i

BURAT TEGURAN

Normor
. Nomor dan Tanggal|  Toanggal Jatah | Jumloh Tunggoka
Retribusi Tahun SKRD, STRD Fempo Rupinh

Jumlah

Dengan huraf | ( 0 PONNINide T 10040 YT Wi

Untule mencegah tindakan penagiban dengan Surant Pakan berdanarkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudarn
agar melunast jumlah Tunggakoan dalam waktu 8 (delapan) harl setelah
tangral Surat Teguran ind,

Dadan hal Saudara telanh melunast Tunggalaan tersebut di ntan, diminta
apar Soudarn segern melaporkan kepada lkami

Paringin,

(Namn)
NIP
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN

BENTUK ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAI (STRD)

PEMERINTAH KABUPATEN STRD Nomor Urut
BALANGAN (Surat Tagihan Retribusi
SKPD Daerah) Masa E T
Retribusit oo, Tahun
irreareanness Alamat :

NPWRD CH O O I

Tgl. Jatuh tempo T T T T LT L TP Y A T TP

I. Bardasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 taelah dilakukan penelitian dan/atau
pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban |

Avat Retribust ¢ [T
Nama Retribusl |

Il. Darl penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus
dibayar adalah sebagai berikut :
1. Retribusi yang kuran dibayar
2. Sanksi Administrasi
a. Bunga Psl, 27 (2)
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)
Dengan Huruf
PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melalul Kas Daerah No. rekening....... Bank kalsel dengan menggunakan
Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

2. Apabila STRD Inl tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sekall STRD inl
diterima dikenakan sanksl administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Balangan,
KEPALA

---------------------------------------- Gunting disini TPt esesrsseettt sttt eaterssrsetrnttecseasenea
TANDA TERIMA NO. SKRD  ciiiecibassctssonibasnones

NPWRD R PO ST Tkt Balangan,

Yang menaerima
Nama R T P P P S PN

IAlamat PP T TY YO TPTY T IV PPTPPTPIPY ( )




